








BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
dianggarkan dalam APBD setiap tahun diformulasikan ke dalam
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dikelompokkan ke dalam belanja operasi,
objek belanja dana operasional Bupati dan Wakil Bupati sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dialokasikan untuk kegiatan koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas
Bupati dan Wakil Bupati.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang perencanaan dan keuangan menyusun rencana
kebutuhan biaya penujang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional
dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tebo.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 sebesar 60% (enam puluh persen) untuk
Bupati dan sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk Wakil
Bupati.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap maka Wakil Bupati dapat
menggunakan 100 % (Seratus persen) biaya penunjang
operasional, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan tetap,
maka Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang Operasional
100% (seratus persen).

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya
atau  diberhentikan  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Biaya
Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut:









